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The purpose of this research is to know about the collection of 
entertainment tax especially in massage houses. Researcher wants to deeply 
understand about the process of massage houses tax collection and measures the 
success of DIPENDA by collecting tax from massage houses in Surakarta. 
This research was done by some collecting data methods, such as 
interview, observation, literature, and documentation method. 
Based on the result of the research, it showed that achievement of massage 
houses tax collection in 2005-2007 was under the target, even was decreasing. 
DIPENDA in this case, have worked optimally. In conclusion, achievement of tax 
collection in massage houses was under the target and constantly decreasing 
because some external factors, such us the decrease of massage houses numbers 
and a decreasing  massage houses omset. The writer hopes that DIPENDA search 
new  revenue source  by looking for massage houses that does not have NPWPD 
yet as tax payers to increase the tax revenue. 




















A. GAMBARAN UMUM  
1. Sejarah  Dinas Pendapatan Daerah Surakarta 
Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai 
dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya 
pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini 
dapat diredam untuk sementara waktu oleh pemerintah dengan 
mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 
16/S-D yang menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai 
daerah karesidenan dan dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota 
Surakarta. 
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan 
Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada 
waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 
kelurahan di wilayah Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan 
penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana 
pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte 
Kota Surakarta terdiri atas jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud 
adalah Jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, 
Kesehatan, Perusahaan.P.D.&K., Pamong Praja dan Jawatan 
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Perekonomian. Penerimaan Pendapatan Daerah diurusi oleh Jawatan 
Keuangan. 
Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta 
Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka 
Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum ini terbagi 
dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan ini ada bagian-bagian. 
Dengan adanya perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk 
penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani 
oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. 
Selanjutnya berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota 
Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No.259/X.10/Kp.70 tentang Stuktur 
Organisasi Kotamadya Surakarta. Urusan-urusan dari dinas-dinas di 
Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti 
menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam 
Dinas Pemerintahan Umum, Urusan pajak diganti menjadi Bagian Pajak. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No.162/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang 
Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena 
bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas Baru tersebut adalah 
Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. 
Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas 
Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, seksi 
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Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah 
dan Seksi Doleansi/P3 dan Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi 
dipimpin oleh  Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung 
dibawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah. 
Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai 
pelaksana Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan 
dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan 
daerah. Berdasarkan Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1957 tentang 
Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak daerah di Kota Surakarta yang 
wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi 
saat itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut ini: 
a) Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 
1972. 
b) Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 1971. 
c) Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.54 tahun 1953. 
d) Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah 
No.12 tahun1971. 
Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara 
yang diserahkan kepada Daerah, yaitu sebagai berikut ini: 




b) Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No.8 tahun 
1960. 
c) Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 
1970. 
d) Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No.5 tahun 1971. 
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: KUPD 
7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II makin 
memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah. Struktur Organisasi 
Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri tersebut mulai dari Peraturan Daerah No.23 Tahun 1981. Menurut 
Keputusan Menteri dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No.473-442 
tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan 
Daerah lainnya, telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi 
dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah 
yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan 
Prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan 
Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya 
Peraturan Daerah No.6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata 






2. Kedudukan,Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 
Dinas Pendapatan Daerah Surakarta adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota Surakarta. DIPENDA Surakarta mempunyai tugas pokok seperti 
yang tercantum dalam Perda No.6 Tahun 1990 Pasal 3, yaitu: 
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang 
pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh Walikota 
kepada DIPENDA. 
Fungsi DIPENDA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut ini: 
a) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan tugas-tugas lain yang 
diserahkan oleh Walikoa Surakarta kepadanya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
b) Melakukan urusan Tata Usaha. 
c) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib 
Retribusi Daerah. 
 
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk 
mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan  suatu 
kegiatan dapat berjalan lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas 
sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan 
disusunnya struktur organisasi adalah untuk: 
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a) Mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan 
b) Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan 
c) Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan 
d) Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan sehingga 
mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Surakarta adalah: 
a) Kepala Dinas, 
b) Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 
1) Sub Bagian Umum 
2) Sub Bagian Kepegawaian 
3) Sub Bagian Keuangan. 
c) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: 
1) Seksi Perencanaan 
2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 
d) Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. 
e) Sub Dinas Penetapan terdiri dari: 
1) Seksi Perhitungan 
2) Seksi Penertiban Surat Ketetapan 




f) Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari: 
1) Seksi Pembukuan Penerimaan 
2) Seksi Pembukuan Persediaan. 
g) Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan  Lain. 
h) Cabang Dinas, terdiri dari: 
1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan  
Banjarsari 
2) Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres 
dan Kecamatan Pasar Kliwon 
3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan 
Laweyan dan Kecamatan Serengan. 
 
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 
a) Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan daerah. 
Uraian tugas Kepala Dinas yang antara lain: 
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas 
sesuai dengan Program Pembangunan Daerah 




3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas. 
 
b) Bagian Tata Usaha 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai 
dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Bagian Tata Usaha terdiri dari:  
1) Sub Bagian Umum  
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, 
perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, 
pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, 
hubungan masyarakat serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan 
informasi Hukum. 
2) Sub Bagian Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas  melaksanakan 
administrasi kepegawaian. 
3) Sub Bagian Keuangan 
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 





c) Sub Dinas Bina Program 
Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, 
mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 
Sub Dinas  Bina Progam terdiri dari: 
1) Seksi Perencanaan 
Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, 
mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana 
strategis dan progam kerja tahunan Dinas. 
2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 
Kepala Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan 
evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana 
strategis dan progam kerja tahunan Dinas. 
 
d) Sub Dinas Pendaftaran Pendataan dan Dokumentasi 
Kepala Dinas Pedaftaran Pendataan dan Dokumentasi mempunyai 
tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang 
pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data 
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, terdiri dari: 
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1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas 
melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di 
lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Pajak 
Retribusi Daerah (WRD). 
 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas 
menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data 
wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi. 
 
e) Sub Dinas Penetapan  
Kepala Sub Dinas Penetapan mempunyai tugasmenyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang  penghitungan, penerbitan urat 
penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya angsuran 
bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 
Sub Dinas Penetapan, terdiri dari: 
1) Seksi Perhitungan 
Kepala Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan 





2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan  
Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas 
menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan 
Retribusi (SKR), dan surat-surat ketetapan pajak lainnya. 
3) Seksi Angsuran 
Kepala Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat 
Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran 
dan Surat Penolakan Angsuran pemungutan/pembayaran/ 
penyetoran pajak dan retribusi daerah. 
 
f) Sub Dinas Pembukuan  
Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta 
pembukuan persediaan sesuai  dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari: 
1) Seksi Pembukuan Penerimaan 
Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima 
dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan 
retribusi yang menjadi kewenangannya. 
2) Seksi Pembukuan Persediaan  
Persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan, penerimaan 
dan pengeluaran benda berharga. 
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g) Sub Dinas Penagihan 
Kepala Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta 
pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan  oleh Kepala Dinas. 
Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas 
melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah 
dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan 
keberatan dan penyelesaiannya. 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
mempunyai tugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan 
lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
h) Kepala Cabang Dinas 
Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. 
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas, terdiri dari: 






5) Pemeriksa Pajak 
 
5. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
Dalam melaksanakan tugasnya DIPENDA Kotamadya II Surakarta 
mendapatkan pembinaan teknis fungsional dan Dinas Pendapatan Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas 
menerapakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplikasi baik dalam lingkungan Dipenda sesuai dengan bidang tugasnya. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala seksi, Kepala Unit Penyuluhan 
dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing.  
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi 
dan Kepala Unit Penyuluhan, bertanggung jawab memberikan 
bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil 
pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhis jabatan masing-masing. Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha, Kepala seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan 
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. Para Kepala Urusan / Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah 




Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di 
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah atas usulan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. 
Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di 
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Surakarta. 
 
6. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
a) Visi DIPENDA 
Visi DIPENDA adalah Mewujudkan Peningkatan Pendapatan daerah 
Yang Optimal Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 
b) Misi DIPENDA 
Misi DIPENDA adalah sebagai berikut: 
1) Menggali Sumber Pajak dan Retribusi tiada henti. 
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah Tiada Kenal Menyerah. 
3) Mengutamakan Kwalitas Pelayanan Ketertiban. 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Seiring dengan berjalannya waktu, anggaran pendapatan yang 
digunakan untuk membiayai belanja negara semakin bertambah besar. 
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Mensikapai hal tersebut tentu saja penerimaan negara harus lebih 
dioptimalkan lagi supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan dan 
belanja negara. Mengingat sudah terlalu tingginya pinjaman dari luar negeri 
yang makin lama hanya akan memperkeruh perekonomian, maka negara kita 
harus mampu meningktakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri 
sendiri. Penerimaan dari dalam negeri antara lain bersumber dari penerimaan 
pajak dan penerimaan bukan pajak. 
Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung pemerintah 
dalam membiayai belanja negara sampai saat ini, karena jumlah penerimaan 
dalam negeri didominasi oleh sektor pajak. 
Pada tahun 1999 pemerintah menerapakan Sistem Otonomi Daerah 
yang bertujuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No 22 tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa otonomi daerah adalah 
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk bisa 
mengurus rumah tangganya sendiri, dan dituntut untuk bisa mengoptimalkan 
potensi yang ada di kota Surakarta. Salah satu potensi pendapatan yang ada di 
kota Surakarta adalah dari sektor pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Surakarta adalah alat pemerintah daerah dalam mengkoordinir penerimaan 
retribusi dan pajak daerah kota Surakarta. 
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Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta terdiri dari: 
1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Parkir. 
Penerimaan Retribusi Kota Surakarta diantaranya adalah Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pemakaian 
Kekayaan daerah dll. 
 Mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surakarta No 3 Tahun 1998 tentang Hiburan,bahwa hiburan adalah semua 
jenis pertunjukan, pemainan, keramaian, dan atau bidang jasa lain dengan 
nama dan bentuk apapun untuk ditonton langsung atau di tempat lain atau 
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 
penggunaan fasilitas untuk olahraga. Pengertian Pajak Hiburan adalah 
pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan untuk 
Kotamadya Surakarta meliputi : 
1. Pertunjukan Film 
2. Pertunjukan Kesenian 





6. Klab Malam 
7. Permainan Billyard 
8. Permainan Ketangkasan 
9. Panti Pijat 
10. Mandi Uap 
11. Pertandingan Olahraga 
12. Hiburan lainnya yang diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala                                                                                                                                 
Daerah. 
Kota Surakarta merupakan kota budaya dan kota wisata yang sudah dikenal di 
seluruh nusantara maupun di luar negeri. Salah satu penunjang untuk majunya 
dunia pariwisata adalah fasilitas pijat yang disediakan oleh hotel maupun panti 
pijat yang ada di kota Surakarta sebagai sarana hiburan atau pelepas lelah 
setelah mengunjungi dan menikmati objek-objek wisata  di kota Surakarta. 
Pajak Panti Pijat dikenakan mulai dari tempat peristirahatan/hotel yang 
dilengkapi dengan fasilitas pijat maupun tempat usaha panti pijat itu sendiri. 
Hingga saat ini masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti perihal 
panti pijat dikenai pajak hiburan. Apalagi dalam periode tahun 2005-2007  
penerimaan pajak panti pijat berturut-turut mengalami penurunan dan tidak 
pernah mencapai target sehingga perhatian terhadap panti pijat semakin 
menurun. Faktor lain yang menyebabkan  kurangnya wawasan masyarakat 
mengenai pajak panti pijat yakni penerimaan pajak panti pijat terhadap PAD 
yang relatif kecil membuat rasa ingin tahu berkurang. Persentase penerimaan 
pajak panti pijat terhadap PAD tahun 2005-2007 jauh di bawah 1%. 
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Oleh karena latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat judul 
“EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA PANTI PIJAT 
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2007”. 
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
Dari uraian gambaran umum objek penelitian di atas, penulis mencoba 
merumuskan permasalahan sebagai berikut. 
1. Bagaimana pendataan wajib pajak  panti pijat yang dilakukan DIPENDA? 
2. Bagaimana pemungutan pajak pajak panti pijat yang diterapkan? 
3. Bagaimana penghitungan pajak panti pijat yang diterapkan? 
4. Berapa besar realisasi pemungutan pajak hiburan khususnya panti pijat di 
Kota Surakarta? 
5. Bagaimana tata cara pembayaran pajak panti pijat di Kota Surakarta? 
6. Apa saja hambatan DIPENDA dalam memungut pajak panti pijat? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang 
akan diperoleh yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pihak DIPENDA melakukan pendataan 
wajib pajak panti pijat. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak panti pijat yang 
diterapkan di Kota Suakarta. 
3. Untuk mengetahui bagaimana penghitungan pajak panti pijat. 
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4. Untuk mengetahui hasil dari pencapaian pemungutan pajak hiburan 
khususnya panti pijat di Kota Surakarta. 
5. Untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak panti pijat. 
6. Untuk mengetahui hambatan DIPENDA dalam memungut pajak Panti 
Pijat. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu penelitian akan lebih bernilai jika memberi manfaat bagi beberapa 
pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi Objek Penelitian 
Sebagai alat evaluasi bagi DIPENDA dalam melaksanakan pemungutan 
pajak Panti Pijat yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan, yakni pajak hiburan 
khususnya Panti Pijat. 
2. Bagi Pihak Lain  
Dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan masukan 
tentang pemungutan pajak hiburan khususnya Panti Pijat  di Kota 
Surakarta serta menambah pembendaharaan kepustakaan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bagi Penulis  
Untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 
didapat dari kelas, khususnya ilmu perpajakan serta dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Pajak Secara Umum 
Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam 
masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan yang pada suatu waktu 
berkumpul untuk tujuan tertentu. Negara adalah masyarakat yang 
mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti 
kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk 
kelangsungan hidup diperlukan biaya hidup. Biaya hidup negara harus 
dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara berasal dari 
rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan yang ada 
di dalam negara itu. Pungutan pajak mengurangi penghasilan dan kekayan 
individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang 
kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-
pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang 
akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi 
rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak (Erly Suandy, 2002:7). 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. Pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), 




pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat 
dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih 
dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga 
penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa 
timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi (Erly Suandy, 
2002:10). 
Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi 
regulerend/mengatur. 
a. Fungsi budgeter 
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan 
tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
b. Fungsi regulerend/mengatur 
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di 
bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. 
 
2. Pajak Daerah 
Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 
2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa pajak 
daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan 
oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 




Dapat disimpulkan pajak daerah memiliki unsur-unsur: 
a. Iuran rakyat kepada Pemerintah Daerah 
b. Pungutan tersebut berdasarkan kekuatan hukum Undang-Undang 
Pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah. 
c. Tanpa kontraprestasi secara langsung, maksudnya yaitu pungutan 
pajak daerah tersebut tidak bisa ditunjukkan adanya jasa timbal balik 
dari pemerintah secara langsung kepada individu-individu 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yaitu pengeluaran-
pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas. 
 
2.1. Pengelompokan pajak daerah 
Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak Daerah Propinsi dan 
Pajak Daerah Kabupaten. 
Jenis Pajak Propinsi dan tarif: 
1. Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air, 5% 
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, 
10% 
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 5% 







Jenis Pajak Kabupaten/Kota dan tarif: 
1. Pajak Hotel, 10% 
2. Pajak Restoran, 10% 
3. Pajak Hiburan, 35% 
4. Pajak Reklame, 25% 
5. Pajak Penerangan Jalan, 10% 
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C, 20% 
7. Pajak Parkir, 20% 
 
2.2. Penyampaian Pajak Daerah 
 Sistem pemungutan pajak daerah adalah self assessment system, 
dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan 
sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak mengisi sendiri secara 
benar, jelas dan lengkap dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD). Berdasarkan SPTPD Pemerintah Daerah dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam jangka 
waktu 5 tahun sesudahnya kepala daerah dapat mengeluarkan 
beberapa surat ketetapan yaitu: 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Dalam 
hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan dan sudah ditegur secara tertulis atau apabila dalam 






b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT). Jika ditemukan data baru atau yang semula belum 
lengkap sehingga jumlah pajak yang kurang bayar menjadi 
bertambah. 
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Dalam jumlah 
pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau 
pajak tidak terutang sehingga tidak ada kredit pajak. 
Pembayaran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak 
daerah (SSPD) yang harus lunas sekaligus atau  bisa ditunda  bila 
memenuhi  persyaratan  yang ditentukan  dan  mendapat persetujuan  
dari Kepala Daerah. Proses Penagihan  dilakukan  apabila  wajib 
pajak tidak  memenuhi kewajibannya  dan  melebihi jatuh tempo 
yang telah ditetapkan. Adapun tahapan penagihan antara lain  
sebagai berikut: 
a. Mengeluarkan surat teguran atau peringatan yang selanjutnya 
baru surat paksa. 
b. Apabila dengan  surat  paksa  tidak  berhasil maka  pejabat 
berhak menerbitkan surat  perintah untuk  melaksanakan 








 3. Pajak hiburan 
  Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1998 
adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 
semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian dan bidang jasa lain 
dengan nama dan bentuk apapun untuk ditonton langsung atau di tempat 
lain atau mempergunakan, melihat dan dinikmati oleh setiap orang dengan 
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. 
 Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang 
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak 
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 
 
3.1. Subjek Pajak Hiburan 
Subjek pajak adalah orang yang menonton dan atau menikmati 
hiburan. Dasar dan tarif pengenaan pajak hiburan ditentukan 
berdasarkan dari harga tanda masuk (HTM)/pembayaran/omset. 
 
3.2. Objek Pajak Hiburan 
Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan, yang meliputi: 
a. Pertunjukan Film 
b. Pertunjukan Kesenian 






f. Klab Malam 
g. Permainan Bilyard 
h. Permainan Ketangkasan 
i. Panti Pijat 
j. Mandi Uap 
k. Pertandingan Olah Raga 




3.3. Objek Pajak Hiburan di Kotamadya Surakarta 
Terdiri dari: 
a. BIOSKOP 
b. NON BIOSKOP 
1) Gedung olah raga 
2) Video Palwa 
3) Fitnes/Senam 
4) Panti Pijat 
5) Permainan Ketangkasan Anak 








10) THR Sriwedari 
11) Dinas Pariwisata 
12) Taman Jurug 
13) Permainan Bilyard 
14) Gedung Pertemuan. 
 
 
3.4. Tarif Pajak Hiburan Kota Surakarta 
a. Hiburan Bioskop 
Jenis Hiburan Bioskop ditentukan sebagai berikut: 
   
    Tabel 2.1 
  Tarif Pajak Daerah Jenis Hiburan Bioskop 
No KLASEMEN TARIF PAJAK 
  GOLONGAN FILM IMPOR FILM NASIONAL 
1 A. II Utama 30% 25% 
2 A. II 28% 23% 
3 A. I 26% 21% 
4 B. II 24% 19% 
5 B. I 20% 15% 
6 C. II 17% 12% 
7 D 13% 8% 
  Sumber: Dipenda Surakarta 




b. Pertunjukan Kesenian ditetapkan sebesar 5% 
c. Pertunjukan Musik ditetapkan sebesar 10% 
d. Penyelenggaraan Diskotek, Karaoke, Klub Malam ditetapkan 
sebesar 30% 
e. Penyelenggaraan Pasar Malam, Bazar, Taman Hiburan 
ditetapkan 20% 
f. Pertandingan Olah Raga ditetapkan 10% 
g. Pameran, Museum ditetapkan 5% 
h. Usaha kesegaran jasmani, tempat kolam renang ditetapkan 15% 
i. Panti Pijat ditetapkan 25% 
j. Usaha Persewaan/Gedung Olah Raga ditetapkan 25% 
k. Persewaan Film/Video Elektronik/Palwa ditetapkan 20% 
l. Segala bentuk permainan ketangkasan anak-anak ditetapkan 30% 
m. Permainan Bilyard ditetapkan 20% 
n. Jenis pertunjukan dan keramaian lainnya yang diatur dengan 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ditetapkan 20%. 
 
 4. Pajak Panti Pijat 
 Pajak panti pijat adalah pajak yang dikenakan pada wajib pungut 
yaitu penyelenggara hiburan yang memberikan jasa panti pijat, pada para 




 Wajib pajak adalah perorangan atau badan yang merupakan 
penyelenggara atau pemberi jasa panti pijat baik atas nama pihak lain atau 
atas namanya sendiri yang menjadi tanggungannya. 
 Objek pajak adalah sarana panti pijat itu sendiri  yang memberikan 
jasa pijat kepada para pengunjung. 
 Subjek pajak adalah pengunjung panti pijat, yakni setiap orang 
yang menggunakan jasa panti pijat yang disediakan oleh penyelenggara 
panti pijat, kecuali pihak-pihak yang berkunjung untuk kepentingan lain. 
 Pajak panti pijat dikenakan mulai dari tempat peristirahatan/hotel 

















B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 1. Pendataan Wajib Pajak Panti Pijat 
 Untuk pendataan panti pijat yang nantinya akan dipungut pajak 
seharusnya pihak penyelenggara panti pijat sendiri yang mendaftarkan diri 
untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Namun dalam prakteknya hal ini 
tidak dapat terlaksana. Untuk itu pihak DIPENDA mengambil kebijakan 
untuk mencari dan mendatangi langsung panti pijat yang ada kemudian 
melakukan sosialisasi dan pendataan di tempat itu juga. 
 Hingga akhir tahun 2007 di Kota Surakarta terdapat 25 panti pijat 
yang dikenakan pajak panti pijat dapat dilihat pada tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 
Daftar wajib pungut pajak panti pijat Kota Surakarta 
NO PANTI PIJAT NPWPD ALAMAT 
1 Panti Pijat 
Kartika 
P.2.4000036.01.19 Setia Budi 119 
Manahan  
Banjarsari 
2 Panti Pijat 
Marsudi Waras 
P.2.4000044.01.03 Kerten RT 02 
Kerten Laweyan 
3 Panti Pijat 
Ngupoyo Waras 
P.2.4000045.01.03 Kerten RT 04 
Kerten Laweyan 
4 Panti Pijat 
Margo Husodo 
P.2.4000045.02.19 Setia Budi 
Manahan 
Banjarsari 





6 Panti Pijat Seger 
Waras 
P.2.4000045.05.51 Joyontakan RT 03 
Joyontakan  
Serengan 
7 Panti Pijat 
Mantili 





NO PANTI PIJAT NPWPD ALAMAT 
8 Panti Pijat Bu Sri P.2.4000054.01.03 Jl. Samratulangi 
Kerten Laweyan 
9 Panti Pijat 
Madusari 
P.2.4000056.01.04 Jl. Joko Tingir 
Pajang 
Laweyan 
10 Panti Pijat 
Timung 
P.2.4000057.02.19 Taman Balekambang 
Manahan 
Banjarsari 
11 Panti Pijat Budi 
Wanito 
P.2.4000105.05.48 Jl. Bima 18 
Serengan 
Serengan 
12 Panti Pijat 
Sumber Rejeki 
P.2.4000106.02.20 Jl. Setia Budi 12 
Gilingan 
Banjarsari 
13 Panti Pijat Sari 
Waras 
P.2.4000107.01.03 Jl. Samratulangi 
Kerten 
Laweyan 
14 Panti Pijat 
Enggal Senggang 
P.2.4000108.05.49 Jl. Patimura 129 
Tipes 
Serengan 
15 Panti Pijat Ngudi 
Sariro 
P.2.4000109.01.03 Kerten RT 01/III 
Kerten Laweyan 
16 Panti Pijat Ngudi 
Sehat 
P.2.4000115.02.21 Jl. Mangunsarkoro 
63 Nusukan 
Banjarsari 
17 Panti Pijat Madu 
Waras 
P.2.4000119.05.47 Jl. Bima 1/7 
Kratonan Serengan 





19 Panti Pijat Bagas 
Waras 
P.2.4000158.02.20 Jl. A. Yani 
Gilingan 
Banjarsari 
20 Panti Pijat Bunga 
Indah 
P.2.4000160.02.19 Jl. Gondang 
Manahan 
Banjarsari 
21 Panti Pijat Sari 
Mulyo 
P.2.4000321.02.19 Jl Cocak 5 No. 23 
Manahan 
Banjarsari 
22 Panti Pijat 
Murah Rejeki 
P.2.4000325.01.03 Jl. Samratulangi 
Kerten Laweyan 
23 Panti Pijat 
Novotel Hotel 






NO PANTI PIJAT NPWPD ALAMAT 
24 Panti Pijat Sahid 
Raya Hotel 
P.2.4000389.02.15 Sahid Raya Hotel 
Ketelan 
Banjarsari 
25 Panti Pijat Dian 
Mas 
P.2.4000043.05.50 Joyontakan RT 03 
Joyontakan 
Serengan 
Sumber: Dipenda Surakarta 
Catatan: 
  Sebenarnya pada periode tahun 2005-2007 tercatat 27 panti pijat di Kota 
Surakarta karena pada tahun 2005 masih ada Panti Pijat Flamboyan dan 
Panti Pijat Madu Ratna sebagai wajib pungut. Akan tetapi pada 
pertengahan tahun 2006 Panti Pijat Flamboyan telah tutup kemudian  
disusul Panti Pijat Madu Ratna juga tutup pada akhir tahun 2006. 
   Untuk pemungutan pajak panti pijat kategori yang diselenggarakan 
oleh tempat peristirahatan/hotel hanya dikenakan kepada Novotel Hotel 
dan Sahid Raya Hotel karena memang hanya 2 hotel tersebut yang 
menyediakan fasilitas pijat di kota Surakarta. 
   Sebenarnya potensi pajak panti pijat di Kota Surakarta masih lebih 
besar dari data yang tercatat karena masih ada panti pijat yang belum 
terdaftar sebagai wajib pajak. DIPENDA memprediksi masih ada sekitar 
20-an panti pijat yang belum mempunyai NPWPD. Usaha yang akan 
dilakukan pihak DIPENDA antara lain: 
1. Mencari lokasi keberadaan panti pijat yang belum mempunyai 




2. Melakukan sosialisasi mengenai pajak panti pijat dan kemudian 
dilakukan pendataan secara menyeluruh. 
3. Menetapkan penyelenggara panti pijat sebagai wajib pajak dan 
membubuhkan NPWPD kepadanya. 
4. Melakukan penghitungan pajak terutang yang belum terbayar selama 
ini. Dalam hal ini tegantung pada kebijakan DIPENDA, bila memang 
memungkinkan pajak yang ditarik bisa dihitung dengan 
mengakumulasikan pajak terutang sejak awal wajib pajak membuka 
usahanya. Namun biasanya pihak DIPENDA memberi kompensasi 
dengan menghitung pajak terutang yang belum terbayar mulai awal 
tahun yang sedang berjalan. 
Untuk saat ini usaha yang dilakukan DIPENDA tersebut masih dalam 
tahap sosialisasi dan pendataan. 
 
 2. Pemungutan Pajak Panti Pijat 
   Pemungutan pajak panti pijat menurut Peraturan Daerah 
seharusnya menggunakan self assesment system, dimana wajib pajak harus 
menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya serta wajib mengisi 
SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap. Namun pada kenyataannya hal 
ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Banyak wajib pajak yang masih 
belum bisa menerapkannya. Untuk itu pihak DIPENDA mengambil 




pajak panti pijat. Sehingga dalam menghitung pajak, melaporkan pajak 
dan mengisi SPTPD petugas DIPENDA masih turun tangan. 
 
3. Penghitungan Pajak Panti Pijat 
 Berdasarkan kebijakan dari pihak DIPENDA penghitungan pajak 
panti pijat yang diterapkan di Kota Surakarta menggunakan dasar  
omset/pendapatan per minggu. Jumlah pengunjung setiap minggu dicatat 
dengan menggunakan buku pengunjung. 
  Penghitungan pendapatan/omset dalam satu minggu yang diterima 
wajib pajak adalah: 
Omset satu minggu = jumlah pengunjung per minggu X harga masuk 
 Pembayaran pajak dilakukan setiap satu minggu sekali oleh wajib 
pajak, sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut: 
Pajak terutang = Omset satu minggu X tarif 25% 
 Untuk mempermudah menentukan berapa besar nantinya pajak 
yang harus dibayar  telah ada kesepakatan antara wajib pajak dengan pihak 
DIPENDA, yakni dengan melihat jumlah pengunjung pada buku 
pengunjung dari minggu ke minggu selama tiga bulan. Dari jumlah 
pengunjung selama tiga bulan akan dapat ditentukan berapa rata-rata 
jumlah pengunjung per minggu. Jumlah pengunjung rata-rata per minggu 
itulah yang nantinya digunakan sebagai dasar menghitung omset per 
minggu sehingga dapat ditentukan nominal pajak terutang yang tetap. 




 Pemungutan pajak yang dilakukan setiap minggu tampaknya masih 
kurang sesuai  dengan Undang-Undang tentang pajak hiburan di kota 
Surakarta. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1998 masa pajak untuk 
pajak hiburan yang mencakup pajak panti pijat adalah 1 (satu) bulan 
takwim, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib pajak tersebut 
harus melunasi beban pajaknya. Jika tidak maka wajib pajak akan dikenai 
sanksi denda atau sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang ada. Sanksi administrasi ditetapkan sebesar 2% per bulan 
dihitung dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Tetapi untuk pajak 
panti pijat Kota Surakarta masa pajaknya adalah satu minggu sekali, 
dimana omset/pendapatan selama satu minggu dikalikan tarif 25%. Hal ini 
merupakan kebijakan DIPENDA Kota Surakarta agar wajib pajak tidak 
terlalu berat dalam membayar pajak yang terutang. 
 
4. Pencapaian Pemungutan Pajak Hiburan Khususnya Pada Panti Pijat 
   Selama periode tahun 2005-2007 pemungutan pajak hiburan yang 
berhasil dicapai dapat dilihat pada tabel 2.3. 
Tabel 2.3 










   Sumber: Dipenda Surakarta 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 
Penerimaan (%) 
2005 2.700.000.000,00 2.737.865.634,00 101,40 
2006 3.700.000.000,00 3.714.192.086,00 100,38 




Dari data tersebut dapat diketahui bahwa realiasasi pendapatan pajak 
hiburan di Kota Surakarta selalu meningkat dan mencapai target yang 
telah ditetapkan. Ini artinya prospek untuk pajak hiburan di Kota Surakarta 
cukup bagus. 
 Khusus untuk pencapaian pemungutan pajak panti pijat periode 
tahun 2005-2007 dapat dilihat pada tabel 2.4. 
Tabel 2.4 
Target dan Realisasi Pajak Panti Pijat Kota Surakarta 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 
Penerimaan (%) 
2005 60.000.000,00 57.069.891,00 95,12 
2006 70.000.000,00 51.091.297,00 72,99 
2007 51.215.000,00 49.065.168,00 95,80 
Sumber: Dipenda Surakarta 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun target 
penerimaan pajak panti pijat tidak pernah bisa tercapai dan yang lebih 
buruk lagi realisasi penerimaan pajak panti pijat setiap tahunnya selalu 
mengalami penurunan. 
 Faktor-faktor yang diprediksi sebagai penyebab terus menurunnya 
pencapaian pemungutan pajak panti pijat antara lain: 
a. Pandangan Negatif Terhadap Usaha Panti Pijat 
 Sebagian masyarakat mempunyai anggapan bahwa banyak panti pijat 
yang hanya digunakan sebagai kedok dan disalahgunakan sebagai 
tempat prostitusi. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa 




b. Persaingan dengan Usaha Lain yang Hampir Sejenis 
 Saat ini banyak outlet yang menawarkan jasa sewa alat-alat canggih 
untuk memijat yang dapat dijumpai dengan mudah di mall-mall 
maupun pusat perbelanjaan. Sebagian orang lebih memilih menyewa 
alat-alat berteknologi seperti ini daripada harus pergi  ke panti pijat. 
Hal ini secara  tidak langsung berpengaruh terhadap menurunnya 
omset pendapatan panti pijat dan tentunya paenerimaan pajak juga 
semakin menurun. 
c. Banyaknya Alat-Alat untuk Pijat yang Beredar di Masyarakat 
 Seiring makin majunya teknologi makin banyak pula alat-alat untuk 
pijat dengan cara penggunaan yang mudah dan praktis. Bahkan alat-
alat untuk pijat yang beredar di masyarakat  dapat dperoleh dengan 
harga yang terjangkau. Hal ini membuat peminat jasa panti pijat 
semakin berkurang. 
d. Berkurangya Jumlah Panti Pijat di Kota Surakarta 
 Beberapa usaha panti pijat tutup karena bangkrut maupun masa 
kontrak tempat usaha sudah habis dan pindah ke luar daerah. Hal ini  
otomatis mengurangi jumlah objek pajak dengan kata lain sumber 
penerimaan pajak berkurang. Pada pertengahan tahun 2006 jumlah 
panti pijat mulai berkurang dengan tutupnya Panti Pijat Flamboyan 







Dari data arsip yang masih bisa diperoleh di DIPENDA, dapat dilihat lebih 
rinci pencapaian pajak panti pijat tahun 2007 untuk tiap-tiap wajib pajak 
melalui tabel 2.5. 
Tabel 2.5 
 Daftar Rincian Realisasi Pajak Panti Pijat Kota Surakarta Tahun 2007 
 Sumber: Dipenda Surakarta 
Jenis Penerimaan Target Realisasi No 
  Pajak Panti Pijat/Refleksi 51,215,000 49,065,168 
1 P. Pijat Kartika  1,100,000 
2 P. Pijat Marsudi Waras  853,000 
3 P. Pijat Ngupoyo Waras  1,810,000 
4 P. Pijat Margo Husodo  2,628,000 
5 P. Pijat Sumber Waras  2,447,500 
6 P. Pijat Seger Waras  1,380,000 
7 P. Pijat Mantili  1,627,500 
8 P. Pijat bu Sri  1,090,000 
9 P. Pijat Madusari  450,000 
10 P. Pijat Timung Balekambang  468,000 
11 P. Pjat Budi Wanito  1,750,000 
12 P. Pijat Sumber Rejeki  540,000 
13 P. Pijat Sari Waras  1,440,000 
14 P. Piajat Enggal Senggang  1,420,000 
15 P. Pijat Ngudi Sariro  969,500 
16 P. Pijat Ngudi Sehat  556,000 
17 P. Pijat Madu Laras  1,302,500 
18 P. Pijat Ngudi Waras  920,000 
19 P. Pijat Bagas Waras  740,000 
20 P. Pijat Bunga Indah  4,700,000 
21 P. Pijat Sari Mulyo  570,000 
22 P. Pijat Murah Rejeki  940,000 
23 P. Pijat Novotel Hotel  18,144,918 
24 P. Pijat Sahid Raya Hotel  780,750 




5. Tata Cara Pembayaran 
 Tata cara pembayaran pajak panti pijat Kota Surakarta sebagian 
besar sudah terlaksana sesuai dengan prosedur. Hanya saja terkadang 
dalam penyampaian setoran pajak ke Kantor Kas Daerah melebihi 1X24 
jam. Adapun  beberapa tahap pembayaran pajak panti pijat yaitu: 
a. Petugas dari cabang dinas DIPENDA mendatangi langsung tempat 
usaha wajib pajak setiap awal minggu untuk menagih pajak yang 
terutang pada minggu sebelumnya. 
Kantor Cabang Dinas DIPENDA Kota Surakarta antara lain: 
1. Cabang Dinas 1 membawahi kecamatan Banjarsari 
2. Cabang Dinas 2 membawahi kecamatan Jebres dan Pasarkliwon 
3. Cabang Dinas 3 membawahi kecamatan Laweyan dan Serengan. 
Pembayaran dilakukan langsung di tempat usaha wajib pajak. Setelah 
wajib pajak membayar pajaknya petugas memberikan tanda bukti 
pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah sementara/(SSPD) 
sementara. 
SSPD sementara terdiri dari: 
1) Lembar 1 (asli) : diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti 
pembayaran. 
2) Lembar 2 (kopian) : dibawa petugas sebagai bukti pembayaran 
sementara. 





 c. Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah divalidasi 
oleh DIPENDA untuk kemudian dikembalikan/diberikan kepada wajib 
pajak pada penagihan minggu berikutnya. 
 d. Setelah uang pembayaran wajib pajak terkumpul di kas DIPENDA, 
kemudian uang tersebut disetor ke Kantor Kas Daerah. Hasil 
penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 
jam. Namun terkadang penyetoran ke Kas Daerah melebihi jangka 
waktu tersebut. Hal ini biasa terjadi ketika petugas mengambil inisiatif 
dengan menunda penyetoran ke Kas Daerah dan memanfaatkan waktu 
yang ada untuk menyelesaikan penarikan pajak pada panti pijat yang 
belum ditagih. Tindakan ini memang lebih efisien daripada petugas  
harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah secara berulang-ulang 
akan lebih memakan waktu, biaya maupun tenaga. DIPENDA bisa 
memakluminya sehingga tidak diberlakukan sanksi. 
 Pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Bila sampai melebihi 21 
hari wajib pajak masih juga belum membayar pajaknya maka pihak 
DIPENDA menerbitkan Surat Paksa 
 Dalam prakteknya ada beberapa wajib pajak  yang tidak  
membayar pajak yang terutang sampai batas tanggal jatuh tempo. Sesuai 
dengan prosedur, kepadanya tetap diberikan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan. Pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan ini dirasa 




yang telah mendapat Surat Teguran atau Surat Peringatan segera 
membayar pajak terutangnya  tanpa menunggu diterbitkannya Surat Paksa. 
 
6. Hambatan-Hambatan yang Menjadi Kendala DIPENDA Dalam 
Memungut Pajak Panti Pijat 
 Dalam melakukan pemungutan pajak panti pijat terkadang pihak 
DIPENDA menemui hambatan-hambatan seprti: 
a. Ketidak jujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil penerimaan yang 
mereka peroleh dengan memanipulasi data yang akan diserahkan 
petugas sehingga hasil atau omset yang mereka peroleh lebih sedikit 
dari keadaan yang sebenarnya. 
b. Pendidikan ataupun pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak 
sangat rendah, sehingga antusiasme wajib pajak dalam membayar 
sangat kurang. 
c. Adanya kolusi antara petugas dengan wajib pajak untuk 
meminimalkan pajak terutang wajib pajak. 
d. Petugas kurang disiplin dalam melakukan pekerjaannya, misalnya 
keterlambatan dalam penyetoran hasil pembayaran ke Kas Daerah 









Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan, penulis menemukan 
beberapa kelebihan dan keterbatasan antara lain sebagai berikut. 
A. Kelebihan 
1. Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta 
mengenai pembayaran pajak panti pijat yang sebenarnya ditarik setiap satu 
bulan sekali diubah menjadi satu minggu sekali cukup membantu wajib 
pajak. Dengan dilakukan penarikan pajak panti pijat setiap minggu wajib 
pajak merasa lebih ringan dalam membayar pajak terutangnya karena tidak 
terlalu besar jumlahnya walaupun wajib pajak harus rutin membayar setiap 
minggunya. 
2. Penghitungan pajak terutang pada pemungutan pajak panti pijat bisa 
diterima dengan baik oleh wajib pajak karena transparansi ketetapan 
jumlah pajak yang terutang cukup jelas. Wajib pajak dapat mengetahui 
jumlah pajak yang terutang dan cara penghitungannya dengan mudah. 
Wajib pajak tidak merasa dirugikan karena penghitungan pajak terutang 
didasarkan pada omset/pendapatan yang mereka peroleh setiap minggu, 
selain itu cara penghitungannya pun sangat mudah dipahami oleh wajib 
pajak karena sangat sederhana yakni hanya dengan mengalikan 




3. Kebijakan DIPENDA yang mengubah sistem pemungutan pajak panti pijat 
dari self assesment system menjadi officiall assesment system cukup 
membantu melancarkan proses pemungutan karena umumnya wajib pajak 
tidak bersedia untuk menghitung pajaknya sendiri. 
 
B. Keterbatasan 
 1. Penggunaan buku tamu sebagai dasar penghitungan omset/pendapatan  
dapat berakibat wajib pajak memanipulasi data yang sebenarnya. 
 2. Pemungutan pajak yang seharusnya menurut Undang-Undang 
dilaksanakan dengan self assesment system tidak dapat terealisir. Dalam 
prakteknya pemungutan pajak masih menggunakan officiall assesment 
system. 
 3. Realisasi penerimaan pajak panti pijat periode tahun 2005-2007 tidak 
pernah mencapai target. 
 4. Penyetoran uang pembayaran pajak yang telah terkumpul di kas 
DIPENDA ke Kantor Kas Daerah terkadang dilakukan melebihi jangka 













 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis, 
maka dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan Analisis Pemungutan 
Pajak Hiburan Pada Panti Pijat di Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
1. Kebijakan DIPENDA mengenai pemungutan pajak panti pijat yang 
dilakukan setiap minggu dengan tujuan untuk kebaikan bersama berhasil 
tecapai sesuai harapan. Wajib pajak merasa lebih ringan dalam membayar 
pajak dan otomatis petugas lebih pun menjadi lebih nyaman dalam 
melakukan penarikan pajak. 
2. Jumlah panti pijat yang tercatat sebagai wajib pungut di Kota Surakarta 
untuk periode tahun 2005-2007 semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat 
dari tutupnya Panti Pijat Flamboyan pada pertengahan tahun 2006 
kemudian disusul  tutupnya Panti Pijat Madu Ratna pada akhir tahun 2006. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan pajak 
panti pijat di Kota Surakarta periode tahun 2005-2007 semakin menurun  
3. Realisasi penerimaan pendapatan pajak panti pijat di Kota Surakarta 
periode tahun 2005-2007 kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari 
penerimaan pendapatan pajak panti pijat yang selalu menurun dari tahun 
ke tahun dan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Ini 




  Berdasarkan keterbatasan dari temuan, penulis memberikan saran demi 
menunjang peningkatan penerimaan pajak panti pijat sebagai berikut: 
1. Untuk mengurangi resiko ketidak jujuran wajib pajak mengenai 
banyaknya pengunjung yang dicatat pada buku tamu sebaiknya petugas 
juga memeriksa laporan keuangan usaha panti pijat. 
2. Sedikit demi sedikit wajib pajak dibimbing untuk menghitung, melaporkan 
dan membayar pajaknya serta mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan 
lengkap sehingga nantinya penerapan self assesment system dapat 
terealisir. 
3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak panti pijat dalam rangka 
pencapaian target sebaiknya DIPENDA bertindak aktif dalam mencari 
potensi baru panti pijat yang masih belum mempunyai NPWPD sehingga 
akan menambah sumber penerimaan pajak panti pijat. 
4. Sistem penyetoran hasil pembayaran pajak yang sudah terkumpul di 
DIPENDA ke Kantor Kas Daerah sebaiknya dibuat sistem transfer secara 
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